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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menyandingkan permasalahan kurang optimanya early 
warning system terhadap praktik korupsi dengan potensi keunggulan 
Continuous Auditing (CA) dengan harapan menjadi solusi membantu APIP. 
Tujuan penelitian ini menganalisis, membetuk dan mengembangkan 
Strategi Implementasi CA di Inspektorat Daerah (ID), dengan metode 
Research and Development dengan tahapan potensi-masalah, 
pengumpulan data/informasi, desain produk (strategi) dan validasi desain. 
Hasil analisis 6M diperoleh informasi bahwa ID mempunyai kelemahan 
berupa belum idealnya jumlah SDM APIP. Hasil analisis PESTLE diperoleh 
infromasi bahwa ID mempunyai tantangan berupa persepsi buruk terkait 
stigma watchdog. Hasil penilaian kepentingan, faktor Manusia dan Politik 
yang dinilai paling penting. Hasil perhitungan IFE-EFE posisi ID terletak 
pada Kuadran 4, direkomendasikan menjalankan strategi bertahan. Hasil 
analisis SWOT didapat strategi yaitu advokasi, membuat tim, meningkatkan 
kapabilitas APIP, membuat aplikasi, melakukan konsultasi dan kerja sama, 
promosi dan menginisiasi peraturan. Hasil analisis risiko didapat 
pengendalian intern merupa reviu secara periodik atas pengukuran kinerja, 
reviu berjenjang atas menyelaraskan PKPT, dan pemantauan 
pengendalian. Berdasarkan dokumentasi didapat unsur-unsur yang 
membentuk CA yaitu Proses, Sistem, Personil dan Lingkungan. 
Rekomendasi Model CA di ID menggunakan metode ADW dikarenakan 
banyaknya aplikasi yang diintegrasikan. 

Kata Kunci : Strategi, Continuous Auditing, Inspektorat Daerah, 
  Analisis SWOT, Analisis Risiko. 
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ABSTRACT 

 

This research juxtaposes the problem of the lack of optimal early 
warning systems on corruption practices with the potential advantages of 
Continuous Auditing (CA) in the hope of becoming a solution to help APIP. 
The purpose of this study is to analyze, form and develop a CA 
Implementation Strategy at the Regional Inspectorate (RI), using the 
Research and Development method with potential-problem stages, 
data/information collection, product design (strategy) and design validation. 
The results of the 6M analysis obtained information that the RI has a 
weakness in the form of not having an ideal number of APIP human 
resources. The PESTLE analysis results obtained information that the RI 
has challenges in the form of bad perceptions related to the watchdog 
stigma. The results of the interest assessment, Human and Political factors 
are considered the most important. The results of the IFE-EFE calculation 
of the RI position are located in Quadrant 4, it is recommended to carry out 
a defensive strategy. The results of the SWOT analysis obtained strategies, 
namely advocacy, creating teams, increasing APIP capabilities, making 
applications, conducting consultations and collaborations, promoting and 
initiating regulations. The results of the risk analysis show that internal 
control is a periodic review of performance measurements, tiered reviews 
of harmonizing PKPT, and monitoring of controls. Based on the 
documentation, the elements that make up the CA are obtained, namely 
Process, System, Personnel and Environment. The CA model 
recommendation in RI uses the ADW method due to the large number of 
integrated applications. 

Keywords: Strategy, Continuous Auditing, Regional Inspectorate, 
         SWOT Analysis, Risk Analysis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Laporan Kinerja BPKP tahun 2021 pencapai kapabilitas 

APIP di Pemeritahan Daerah Kabupaten / Kota sebanyak 230 APIP Daerah 

dengan total 542 atau 42,44% diseluruh Wilayah Indonesia. Dengan fokus 

di Wilayah Jawa mencapai 52,10% menjadi nomor 2 setelah Wilayah 

Kalimantan (BPKP 2022), dengan capaian kapabilitas APIP pada level 3, 

APIP diharapkan mempunyai karakteristik mampu memberikan early 

warning dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption 

activities) (Tuding 2016), tetapi fenomena terjadi pada rentang periode 

tahun 2019 sampai dengan 2022 terdapat berbagai kasus korupsi di 22 

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Wilayah Jawa dengan 

menyandang status kapabilitas APIP level 3 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1. 1. Kasus Korupsi Periode 2019–2022 di wilayah Jawa pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan status APIP level 3 

No. Tahun 
Jumlah 
Kasus 

Media Berita 

1. 2019 7 (Azis 2022), (Media 2022d), (Media 2022b), (Purbaya 
2020), (Media 2021b), (Wibowo 2022) dan (Putra 2022) 

2. 2020 9 (Media 2022d), (Rahmawati 2022), (Rifa’i 2022), (Media 
2022c), (Media 2022a), (Cahyani 2022), (Susanto 2022), 
(Widarsha 2022) dan (Media 2022e),  

3. 2021 3 (Putra 2022), (Media 2022f) dan (Liputan6.com 2022) 

4. 2022 3 (Putra 2022), dan (Indonesia 2022) (Ramadhan 2022) 

Total :  22  

Sumber: Rangkuman berbagai Refrensi dari Media Berita  
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dari tabel di atas didapat informasi lainya, yaitu 16 kasus melibatkan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dan 6 

kasus melibatkan Kepala Daerah yang ditangani oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Didik dalam BPKP (2018) bahwa 

kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang marak terjadi 

belakangan ini memiliki kaitan dengan APIP sebagai pengawas keuangan. 

APIP yang sebenarnya memiliki kedudukan strategis, namun pada saat ini 

belum mampu berperan optimal untuk memberikan early warning atau 

rekomendasi-rekomendasi yang solutif yang sifatnya membangun kepada 

pimpinan organisasi. Hal ini disebabkan oleh kapabilitas dan independensi 

organisasi yang kurang memadai (BPKP 2018). 

Sugiyono (2019) menyatakan penelitian dapat berangkat dari adanya 

potensi atau masalah. Dalam hal ini peneliti akan menyandingkan 

keduanya, yaitu permasalahan di atas dengan gejala “kurang optimalnya 

APIP sebagai early warning system terhadap praktik korupsi” dan potensi 

keungulan “Continuous Auditing” dengan harapan menjadi solusi dalam 

membantu pelaksanaan tugas APIP menjadi early warning system 

terhadap praktik korupsi, serta sebagai faktor pendorong untuk 

dikembangkan di Inspektorat Daerah. Berdasarkan hasil penelitian Antonio 

(2022) menyatakan Continuous Auditing dan kebijakan yang mengarah 

pada efektivitas audit dalam peningkatan pengendalian internal dan kualitas 

dengan penurunan temuan-temuan yang sangat signifikan. Penurunan 

Temuan yang signifikan ini disebabkan oleh pemeriksaan real-time, 

pengambilan sampel populasi versus sampel data, dan dengan 
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peningkatan berkelanjutan parameter Continuous Auditing. Continuous 

Auditing sebagai alat atau metode yang andal yang membantu manajemen 

mencapai tujuannya (Antonio 2022). Berdasar hasil penelitian Dewi (2022) 

Penerapan Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) 

merupakan inovasi dari teknologi informasi yang masih menjadi wacana 

dan seharusnya sudah diterapkan di seluruh instansi pemerintah guna 

pelaksanaan audit yang efisien dan efektif serta mendorong komitmen 

independensi APIP dalam menambah nilai tambah kapasitas dan 

kapabilitasnya (Dewi 2022). Continuous Auditing memiliki banyak 

keuntungan apabila diterapkan (Zahirah 2022). Untuk Strategi 

Implementasi Continuous Auditing Di Inspektorat Daerah, maka dibutuhkan 

pengumpulan informasi terkait situasi secara internal dan ekternal. 

Informasi situasi internal didapat dengan memanfaatkan informasi 

permasalahan di Organisasi APIP daerah, berdasarkan informasi 25 

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang telah ditransparasi 

dari total 38 Kabupaten / Kota di Wilayah Jawa Timur dengan periode 2018–

2023 dan periode 2021–2026 yang dipandang dengan pendekatan Analisis 

Management 6M (Man, Money, Machine, Material, Method, dan Market) 

dengan hasil tabulasi sebagai berikut : 1) Dari faktor manusia sebanyak 

50% Inspektorat Daerah menyatakan belum memadainya kualitas SDM 

APIP yang dibandingkan dengan banyaknya jenis pengawasan dan 

kurangnya kuantitas SDM APIP yang dibandingkan dengan jumlah objek 

pengawasan, 2) Dari faktor mesin sebanyak 24% Inspektorat Daerah 

menyatakan rendahnya dukungan dan kurang optimalnya pemanfaatan 
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sarana prasarana pelaksanaan pengawasan 3) Dari faktor anggaran 

sebanyak 16% Inspektorat Daerah menyatakan anggaran pengawasan 

yang kurang memadai, tetapi terdapat kebijakan untuk penguatkan 

anggaran APIP daerah, yaitu anggaran pengawasan 0,5%-1% dari total 

belanja APBD (PMDN84 2022), 4) Dari faktor material sebanyak 42% 

Inspektorat Daerah menyatakan kurang memadainya bahan pengawasan 

yang disebabkan rendahnya maturitas SPIP dan Manajemen Risiko oleh 

organisasi perangkat daerah sebagai bahan perencanaan, penentuan 

ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta kurangnya transparasinya 

informasi oleh organisasi perangkat daerah kepada APIP mengenai 

pengelolaan keuangan dan capaian kinerja, 5) Dari faktor metode sebanyak 

18% Inspektorat Daerah menyatakan masih belum efektifnya sistem dan 

metode pengawasan seperti Pedoman dan pengendalian mutu 

pengawasan Pemerintahan Daerah, 6) Dari faktor market atau bisa 

diartikan sasaran kinerja organisasi sebanyak 39% Inspektorat Daerah 

menyatakan tingginya tuntutan masyarakat atas pemerintah yang Good 

Governance and Clean Government, rendahnya tindaklanjut Pengaduan 

Masyarakat, rendahnya tindaklanjut temuan hasil pengawasan dan masih 

adanya temuan berulang. Dan dari temuan lainnya dalam Dokumen 

Rencana Strategis adalah 37% menyatakan faktor kekuatan, yaitu 

Komitmen Pimpinan dan Komitmen APIP untuk mewujudkan Good 

Governance and Clean Government dan 100% Inspektorat Daerah belum 

mempunyai rencana strategis untuk Continuous Auditing di Insepktorat 

Daerah. 
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Informasi situasi eksternal untuk Strategi Implementasi Continuous 

Auditing Di Inspektorat Daerah, berdasarkan informasi penelitian terdahulu 

dan informasi pendukung lainya yang terkait Continuous Auditing yang 

dipandang dengan pendekatan Analisis PESTLE (Political, Economic, 

Social, Technology, Legal, and Environment), yaitu: dari faktor politik 

berdasarkan hasil penelitian Kurniawan (2017) menyatakan kurangnya 

dukungan implementasi Continuous Auditing dari pemerintah. Dari faktor 

ekonomi berdasarkan hasil penelitian Maulidiastuti (2018) menyatakan 

Continuous Auditing berpengaruh terhadap efektivitas pendeteksian dan 

pencegahan fraud. Adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan 

dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dari faktor sosial berdasar hasil 

penelitian dalam Kurniawan (2017) menyatakan auditor yakin Continuous 

Auditing tidak dapat menggantikan keberadaan audit tradisional, hasil 

penelitian Kurniawan (2017) menyatakan implementasi Continuous 

Auditing klien memerlukan dukungan yang kuat baik dari sisi finansial dan 

sisi yang berkaitan dengan TI (infrastruktur dan keahlian personel), dari sisi 

tim audit mengungkapkan terbatasnya personel yang menjadi kendala 

sumber daya. Dan temuan lainnya persepsi klien terhadap auditor dan 

kurangnya penegakan dari badan pengawas (Tandiono 2022). Dari faktor 

teknologi berdasar hasil penelitian Kurniawan (2017) menyatakan pada 

sistem belum kompatibel dan belum integrasi data dan temuan Soedarsono 

(2019) dan faktor aksesibilitas teknologi yang tidak merata (Tandiono 2022) 

di sisi lain peningkatannya penerapan Continuous Monitoring menghasilkan 

peningkatan penerapan Continuous Auditing (Soedarsono 2019). Dari 
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faktor Legal secara jelas belum ada peraturan yang mengatur tentang 

Continuous Auditing di Indonesia, tetapi terdapat beberapa peraturan yang 

bisa sebagai peluang dasar peraturan pemerintah daerah untuk Continuous 

Auditing seperti Satu Data Indonesia (Perpres39 2019), Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Perpres95 2018), Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (PP60 2008) dan memanfaatkan 

kekuatan yng melekat, yaitu Pemerintah sebagai fungsi regulating 

(pengaturan) (Sari 2022). Dari faktor lingkungan berdasarkan hasil 

penelitian Kurniawan (2017) menyatakan yang kurang kompetitif sehingga 

perusahaan masih enggan untuk menerapkan Continuous Auditing 

(Kurniawan 2017), hal tersebut juga terjadi di Inspektorat Daerah. 

Dari situasi di atas didapat beberapa informasi, yaitu belum ada 

Strategi Implementasi Continuous Auditing Di Inspektorat Daerah dan dari 

penelitian terdahulu belum ada. Dari informasi tersebut menjadi dasar 

peneliti untuk melakukan penelitian terkait Strategi Implementasi 

Continuous Auditing Di Inspektorat Daerah. Terjadinya kesenjangan faktor 

teknologi dan faktor manusia di Inspektorat Daerah jika Continuous Auditing 

akan diterapkan, maka teori yang digunakan cenderung “interventionis” 

dalam hal ini pendekatan Organization Development (OD) (Uha 2014), 

berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan metode Research dan 

Development (R&D) (Sugiyono 2019), disebabkan Organization 

Development mempunyai dimensi pemasalahan berupa memerlukan 

banyak waktu dan jangka panjang (Ranjabar 2020), maka peneliti 

membatasi penelitian dengan menggunakan metode Research dan 
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Development (R&D) level 1 (Sugiyono 2019), dengan metode tersebut 

peneliti hanya meneliti Strategi Implementasi Continuous Auditing Di 

Inspektorat Daerah, tetapi tidak dilakukan pengujian efektivitas sebagai 

upaya peneliti dapat melakukan secara mendalam. 

Garis besar usulan ide dan gagasan perubahan untuk pemecahan 

masalah dengan membuat perencanaan Strategi Implementasi Continuous 

Auditing Di Inspektorat Daerah yang menyatu dan menjadian bagian 

integral dengan mengintegrasikan proses bisnis Aplikasi yaitu pengelolaan 

informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi 

pemerintahan daerah lainya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan 

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (PMDN70 2019) dan sesuai 

dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI 2021). 

Dikarenakan banyak pengelolaan data di Pemerintahan Daerah 

menggunakan sistem Aplikasi Internal milik SKPD secara mandiri dan 

Aplikasi eksternal milik Kementerian / lembaga negara yang digunakan oleh 

SKPD untuk pengelolaan kegiatan, semua aplikasi tersebut di luar rentang 

pengawasan APIP Daerah. Kondisi yang diharapkan dalam perubahan 

adalah untuk mewujudkan Good Governance di Pemerintahan Daerah 

yang salah satu ciri penerapan prinsip-prinsip good governance adalah 

pengelolaan keuangan Daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan 

penyusunan laporan keuangan yang berkualitas (Puspasari 2019). Dalam 

pengelolaan keuangan daerah sudah dikelola dengan bantuan Aplikasi 

SIPD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaah, 

akuntansi dan pelaporan, pertanggungjawaban, pengumpulan, pengisian 
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dan pemeriksaan data berbasis elektronik (PMDN70 2019), tetapi belum 

adanya Audit Internal yang memberikan asurans dan advis yang 

independen dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas tata kelola 

dan manajemen risiko (IIA 2022) serta evaluasi terpisah dapat dilakukan 

oleh APIP atau pihak ekternal pemerintah (PP60 2008) karena penerapan 

SPIP di lingkungan pemerintahan merupakan suatu wujud komitmen 

pemerintah untuk membangun good governance (Setiawati 2022). Dengan 

menempatkan ide menyempurnakan pengelolaan aplikasi dengan 

menambahkan Continuous Auditing untuk memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan 

dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (PP60 2008). 

Makna penelitian ini sesuai dengan kutipan “Sesungguhnya Allah 

tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 

keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar.Ra’d Ayat 11) bahwa ayat tersebut 

dengan dampak fenomena yang akan terjadi dikemudian hari, maka tidak 

akan ada yang terhindar dari takdir ALLAH SWT terkecuali ada salah satu 

dari mereka yang merubahnya, bisa jadi dari golongan mereka sendiri, 

pengamat atau faktor penyebab yang masih mempunyai hubungan (Era.id 

n.d.) dalam bentuk perencanaan strategi perbaikan sistem untuk menjawab 

tantangan perubahan dimasa depan karena tidak ada yang pasti di dalam 

perubahan hanya perubahan itulah yang pasti. Selaras dengan semangat 

reformasi birokrasi, yaitu akan menjadi pendorong perubahan untuk 
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membawa Pemerintah Daerah bergeser atau bergerak dari kondisi saat ini 

menuju ke kondisi yang diharapkan (PermenpanRB 10 2011). 

Penelitian ini akan mengambil uji petik pada Inspektorat Daerah 

Probolinggo dikarenakan Kapabilitas APIP masih level 2 (BPKP 2022) dan 

ditambah kejadian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 

operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo 

pada Senin 30 Agustus 2021 (Media 2021a), dengan harapan 

mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait Kekuatan, 

Kelemahan, Peluang dan Tantangan jika akan mengimplementasikan 

Continuous Auditing. Dan uji petik pada Inspektorat Daerah Kabupaten 

Banyuwangi sebagai data pembanding dikarenakan Kapabilitas APIP 

sudah level 3 (BPKP 2022) dan menggali informasi mencapai Kapabilitas 

APIP dan penerapan e-Audit (Yon 2021) sebagai best practice. 

1.2. Fokus Penelitian  

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis Continuous Auditing Di 

Inspektorat Daerah dengan mengumpulkan informasi awal situasi internal 

dan ekternal di atas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Apakah unsur-unsur Continuous Auditing di Inspektorat Daerah? 

2) Bagaimana tahapan-tahapan Implementasi Continuous Auditing di 

Inspektorat Daerah? 

3) Bagaimana Model Continuous Auditing di Inspektorat Daerah? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini menganalisis, membetuk dan 

mengembangkan Strategi Implementasi Continuous Auditing di Inspektorat 

Daerah yang tepat dengan mempertimbangkan situasi internal dan 

eksternal. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1) Bagi akademisi  

Sebagai bahan studi pendahuluan untuk Strategi Implementasi 

Continuous Auditing Di Inspektorat Daerah ke tahap pengembangan 

selanjutnya, yaitu tahap pengembangan Aplikasi Continuous Auditing 

sebagai Model Hipotetik / Produk Prototipe untuk diuji coba dan sebagai 

bahan pengembangan sumber daya manusia sebagai pendukungnya, 

serta tahap eksperimen untuk mengukur efektivitas implementasi 

Continuous Auditing di Inspektorat Daerah, 

2) Bagi praktisi  

a) Stakeholder di Inspektorat Daerah sebagai bahan naskah akademis 

untuk dasar penyusunan Peraturan Pemerintahan Daerah tentang 

Continuous Auditing sebagai bentuk Komitmen Kepala Daerah untuk 

mewujudkan Good Governance di Pemerintahan Daerah, dan 

b) Sebagai bahan menyusun Rencana Strategis Continuous Auditing di 

Inspektorat Daerah dengan memanfaatkan informasi situasi internal, 

situasi eksternal, tahapan strategi, risiko yang akan terjadi dan 

rekomendasi model, untuk diuji kembali di Inspektorat Daerah saat 

ini. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Strategi Implementasi Continuous 

Auditing Di Inspektorat Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis 6M (Man, Money, Machine, Material, Method, 

dan Market) diperoleh informasi bahwa Inspetorat Daerah mempunyai 

dua kekuatan dan sepuluh kelemahan analisis PESTLE (Political, 

Economic, Social, Technology, Legal, and Environment) diperoleh 

infromasi bahwa Inpektorat Daerah mempunyai tiga peluang dan tujuh 

tantangan, 

2. Berdasarkan hasil perhitungan IFE (Internal Factor Evaluation) dan EFE 

(Eksternal Factor Evaluation) didapat posisi Inspektorat Daerah 

Probolinggo terletak pada Kuadran ke empat, jadi organisasi mempunyai 

banyak tantangan jika akan mengimplementasikan Continuous Auditing, 

maka direkomendasikan menjalankan strategi bertahan, dengan 

melaksanakan pengendalian internal secara periodik atas indikator dan 

pencapaian kinerja, 

3. Berdasarkan hasil analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity, 

Threats) didapat delapan tahapan untuk mengimplemantasikan 

Continuous Auditing di Inspektorat Daerah, yaitu melakukan 

mengadvokasi berkelanjutan kepada stakeholder, membuat tim, 

meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP (Aparat Pengawas 
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Intern Pemerintah), konsultasi dan kerjasama Continuous Auditing, 

membuat aplikasi Continuous Auditing, mempromosikan keunggulan 

Continuous Auditing, menginisiasi peraturan tentang Continuous 

Auditing dan Pengendalian internal. 

4. Berdasarkan hasil analisis Risiko didapat lima kegiatan pengendalian 

intern, yaitu melakukan kerjasama dengan Pihak Pengembang Aplikasi 

pembuatan aplikasi dan mengintegrasikan ke Aplikasi SKPD (Satuan 

Kerja Perangkat Daerah) / auditi, mereviu secara periodik atas indikator 

dan pengukuran kinerja pada kegiatan advokasi-promosi Continuous 

Auditing, mereviu berjenjang serta antar bidang untuk mennyelaraskan 

PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), Nota kesepahaman 

kerjasama pengembangan Continuous Auditing dan mendampingi 

penyusunan manajemen risiko di SKPD serta pemantauan pengendalian 

secara periodik, 

5. Berdasarkan hasil kajian pustaka atau dokumentasi beberapa jurnal 

penelitian didapat unsur-unsur yang membentuk Model Continuous 

Auditing yaitu Proses, Sistem, Personil dan Lingkungan, 

6. Rekomendasi Model Contiuous Auditing di Inspektorat Daerah akan 

menggunakan metode Model ADW (Audit Data Warehouse) dikarenakan 

banyaknya aplikasi yang digunakan oleh SKPD / Auditi dan Aplikasi milik 

stakeholder eksternal untuk diintegrasikan. 
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6.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian Strategi Implementasi Continuous 

Auditing Di Inspektorat Daerah yang berhasil mengidentifikasi 

permasalahan, tantang dan risiko serta keterbatasan penelitian ini, maka 

peneliti menyarankan sebagai berikut: 

6.2.1. Kepada Peneliti Lain 

Penelitian strategi ini dapat digunakan untuk refrensi penelitian lebih 

lanjut tahap pengembangan Aplikasi Continuous Auditing sebagai Model 

Hipotetik / Produk Prototipe untuk diuji coba serta pengembangan manusia 

sebagai pendukungnya di Inspektorat Daerah. Tahap eksperimen untuk 

mengukur efektivitas implementasi Continuous Auditing di Inspektorat 

Daerah, serta mengidentifikasi risiko-risiko yang lebih mendalam terkait 

Strategi Implementasi Continuous Auditing Di Inspektorat Daerah hingga ke 

dalam risiko tingkat operasional. 

6.2.2. Saran bagi pengelola organisasi 

Sebagai momentum perubahan metode pengawasan dan pembinaan 

berbasis teknologi yang lebih efektif dengan bentuk inovasi Continuous 

Auditing di Inspektorat, maka disarankan bagi pengelola organisasi sebagai 

berikut: 

1. Untuk kelemahan “kurang idealnya jumlah APIP” adalah sebuah 

fenomena, tetapi akar permasalahnya kurangnya pemanfaatan teknologi 

untuk membantu APIP dalam melaksanakan pengawasan dan 
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pembinaan belum optimal dilaksanakan, maka untuk hal tersebut 

disarankan pada pengelola organisasi untuk memanfaatkan pesatnya 

berbagai macam teknologi untuk menunjang pelaksanaan, mulai dari 

penyelarasan perencanaan dengan penglolaan gap kompetensi APIP, 

anggaran, sarana prasarana serta metode yang tepat dengan 

manajemen berbasis teknologi yang mengelola mulai hulu hingga hilir 

pengawasan dan pembinaan, 

2. Untuk tantang “persepsi terkait stigma Watchdog” maka disarankan lebih 

melakukan pendekatan komunikasi dna koordinasi yang inten dan 

menjaga kepercayaan auditi, berupa advokasi, promosi dan sosialisasi 

terkait pesan APIP, Kode Etik, Standar Mutu dan Continuous Auditing, 

dan  

3. Penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu refrensi bahan 

pengambilan kebijakan dan bahan naskah akademis untuk dasar 

penyusunan Peraturan Pemerintahan Daerah tentang Continuous 

Auditing sebagai bentuk Komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan 

Good Governance di Pemerintah Daerah, serta Rencana Strategi terkait 

Continuous Auditing di Inspektorat Daerah sebagai refrensi bahan 

penyusunan cascading dan cross cutting program dengan Continuous 

Auditing agar lebih terintegrasi. 
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